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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia
hidup scrta melakukan akiivitas di atas tanah schingga setiap sast manusia selalu
berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia
haik secara langsung maupun tidak langsung sclaly memerlukan tanah, Pada saat
manusia memnggal dunia masih juga memerlukan tanah. Begitu pentingnya tanah
bagi kchidupan manusia, maka sctiap orang akan selalu berusaha memiliki dan
menguasainya. Dengan adanys hal terscbut maka dapat memimbulkan sustu
sengketa tanah di dalam masvarakat. Sengketa terscbut timbul akibat adanya
perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah | pihak melakukan wanprestasi.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 discbutkan bahwa Bumi dan
mir dan kckaysan alam yang terkandung didslamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besas kemakmuran rakyat kemudian dalam Pasal 19
UUPA pengaturan pendaftaran tanah dilakasanakan olch Peraturan Pemernintah
MNomor 24 Talwm 1997,

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tabun 1997 temtang Pendaftaran Tanah mengatur
bahwa pendaflaran tanah adalah rangkaian kegiatan vang dilakukan oleh
Pemenntah secara terus-menerus, berkesinembungsn dan teratur, meliput



pengumpuian, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yunidis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pembenan surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hek milik atas
satuan rumah susun scrta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Salah satu tujuan dan pendafiaran tanah yaitu membenikan kepastian hukum hak
atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tansh dapat diperolch oleh
pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sasaren dan
kepastian hukum hak stas tanah adalsh memberikan perfindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada / tidak beban diatasnya) dan
kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta
ada atau tidaknya bangunan, taneman diatasnya (Bachtiar Effendie, 1993, him. 5).

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama
memeriukan tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas dan
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Setiap hak
atas tanah yang tclab didaftarkan, kemudian akan diterbitkan sertifikat oleh
Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum
sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya,
data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima schagai
salah satu data yang benar sepanjang data vang tercantum dalam surat ukur dan

buku tanah yang bersangkutan adalah benar.



Pendaftaran tanah akan membawa akibat yaitu diberikannya suatu surat tanda
bukti hak atas tanah vang umum disebut dengan Sertifikat mnah kepada pihak
yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak
Atas Tanah yang dipegangnys itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 wentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 32 ayat (2) , * Dalam hal
alas suatu bidani tanah sudah diterbithan secara sah atas nama orang atan Badan
Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata
menguasainya, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut”,

Dari ketentuan diatas dapat kita ketshui bahwa sertifikat wanah mempunyai arti
dan peranan penting bagi pemegang hak yang bersangkutan, juga berfungsi
sebagai alat bukt hak atas tanah. Dengan kata lain pemilik wmnah vang mempunyai
alat bukti kuat dengan status jelas akan dijamin kepastian hukumnya, sehingga
akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
Demikian pula pihak lain yang akan berkepentingan terhadap tanah bersangkutan
akan lebih mudah memperoleh keterangan yang dapat dipercaya.

Berdasarkan fakts-fakia yang terdapat di masyarakat, Sertifikat Hok Atas Tanah
belum sepenubnya membenkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Atas Tanah masih
menghadapt berbagai kemungkinan adanya gugatan dan pihak lain yang merasa
memiliki Hak Atas Tanah terscbut, Schingga apabila dapat dibuktikan secara
hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarmya maka Sertifikat Hak Atas Tanah dapat
dibatalkan (Budi Harsono, 2002, him_ 398)



Timbuinya sengketa hukum yang bermula dan pengaduan sesuatu pihak
(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan wniutan hak atas tanah, baik
terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuni dengan ketentuan vang
berlaku.

Mencusinya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa wakiu terakhir
scakan kembali mencgaskan kenyataan bahwa sclama 71 tahun Indonesia
merdekn, negar masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tansh kepada
rakyatnys. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) hanya sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tansh
yang awalnya bersifst komunal kemudian berkembang menjadi kepemilikan
individual. Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, hingga
saat 1m sedikitnya terdapat 2 B10 kasus senghketa tanah skala nasional. Kasus
sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh indonesia
dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya lebih besar lagi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi
permasalshan dalam peneliian ini yaitu Bagaimanakah Kekuatan Sertifikat
Schagai Alat Bukt Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertuuan untuk mengetahui Kekuatan Scrtifikat Schagai Alat Bukti
Dalam Penyclesaian Sengketa Tanah tersebut.



D. Koatribusi Penclitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi sccara jelas
kepada scluruh masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui betapa pentingnya
kekuatan sertifikat sebagai alat bukii dalam penyelesaian sengketa tanah.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah

Pengertian tanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) discbutkan
mengenai tanak yaiu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekah.
Selain it dijelaskan bahwa tanah juga mencangkup aspek kultural, (Kualitas
kering-tandus, bassh-subur), Politis, hukum, pemilikan, hak dan juga makna
spritual. Istilah di atas yang mempunyai maksud politis kebangsasn, juga
berdimensi lingkungan. Tanah adalah sumber kehidupan manusia. Dalam Pasal 4
Angka 1 UUPA ditentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara schagai
vang dimaksud daltam Pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas
permukaan bumi yang discbut tansh  Berdasarkan ketentuan ini dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanah hnaya permukaan bumi (Sni
Sayekdti, 2000,him 2).

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaflaran Tansh dinystaksn sebagai berikut. “ Atas dasar tanah hak
menguasal dan negara sebagal yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukasn bumi, yang dischut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendin maupun bersama-
sama dengan orang lain serta badan-badan hukum ™ Istilzh tansh dalam Pasal

diatas ialah permukaan bumi.



Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh orang
atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul d&i atas hak atas
permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-
benda yang terdapal di slasanya merupakan susiu persoalan Hukum. Persoalan
asas yang berkanan dengan hubungan antara tanah dengen tanaman dan bangunan
vang terdapat diatasnya,

Timbulnya berkaitan dengan dianuinya asas-asas yang berkaitan dengan
hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.
Dalam hukom tanah negare-negara Baral menggunakan apa yang disebut asas
accesie atau asas perletakan. Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas
anah. Yang dimaksud dengan hak penguasasn atas wanah adalah hak yang bensi
serangkaian wewenang, kewajiban dan/ atau larangan bagi pemegang haknya
untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang hakki,

Sesustu yang boleh, wajib atan dilarang untuk diperbust, yang merupakan isi hak
penguasasn hulah vang menjadi knfena atau tolok ukur pembeda di antara hak-
datam Hukum Tanah Nasional adalah :

& Hak bangsa Indonesia atas tanah.

b. Hak mengusai dari negara atas tanah.

¢. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat.

d. Hak perseorangan atas tanah.



Hukum Tanah adalah keselurahan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis yang
semuanys mempunyai objek pengaluran yang sama yaitu hak penguasaan atas
tanah schagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang
konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun den dipelsjari secara
sistematis, hingga kescluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan sistem
(Urip Santoso, 2012, him. 10-12)

Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah vang tertulis bersumber pada UUPA dan
peraturan pelaksanaanya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagm
sumber hukym vtamanya, sedangkan ketentuan-ketentyan Hukum Tanah yang
tidak terulis bersumber pada Hukum Adat tentang tanah dan yurisprudensi
tentang tanah schagai sumber hukum pelengkapnya Objek Hukum Tanah adalah
hak penguasasn atas tanah yang bagi menjadi dua, yaitu :

a. Hak penguasaan atas tanah schagai lemabaga hukum, Hak penguasaan atas
tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sehagai objek dan orang atau hadan
hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya,

b. Hak penguassan stas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret Hak
penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu schagai
objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang
haknya. Hukum Tanah ada yang beraspek publik dan beraspek privat. Hak
Bangsa Indonesia atas tanah beraspek publik, hak whayst masyarakat Hukum
Adat beraspek publik dan privat, dan hak perscorangan atas tanah beraspek

privat



Apabila unsur perdata sifatnya abadi dan tidak memerlukan campur tangan
kekuasann politik untuk melaksanakarmnya, tugas kewajiban yang termasuk
hukum publik tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh rakyat Oleh karena itu,
penyelenggamannya dilakukan oleh bangsa indonesia sebagni pemegang hak dan
pengemban amanat yang pada tingkatan tertinggi discrahkan kepada negara
Republik Indofesia scbagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat . ( Arie Sukanti
Hutagalung, 2008, him 21)

B. Sertifikat Tanah

Dalam UUPA tidak pernah disebut sertifikat tanah, namun scperti yang dijumpai
daiam Pasal 19 Ayat (2) huruf ¢ ada disebutkan “surat tanda bukt hek”. Dalam
pengertian schari-han surat tanda bukti hak im sudah sering ditafsirkan schagai
sertifikat 1anah Secarm ctimologi senifikat berasal dari bahasa Belanda
“Certificar’™ yang artinya sural bukti atau surat keterangan vang membuktikan
tenfang sesuatu Jadi kalou dikatakan Sertifikat Tanah adalah surat keterangan
yang membuktian hak sescorang atas schidang tanah, atau dengan kata lain
keadaan tersebul menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang
tanah terientu dan pemilikan ity mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang

dibuat oleh mstansi yang berwenang.

Inilah yang disebul sertifikat tanah tadi Menuna Ali Achmad Chomzah bahwa
sertifikat merupakan surat tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran desa
demi desa, karenanya ini merupakan pembuktian yang kuat, baik subjek maupun
objek itmu hak atas tanah { Boedi Harsono, him.72)



Selain itu juga ada istilah dikenal dengan sertifikat sementara, yaitu surat tanda
bukti hak, yang terdini dari salinan bukiu tanah dan gambar situasi, vang diben
sampul dan dijilid menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara
Agraria/Kpealn Badan Pertanshan Nasional (BPN). Di atas sudah disebut
sertifikat adalah surat tanda bukti hak, olch karena itu telah kelihatan
berfungsinya, bahwa sertifikal ity berguna sebagai “alat bukti”. Alat bukti yang
menyatakan tanah ini telah diadministrasi oleh Negara,

Dengan dilakukan administrasinya lale diberikan buktinya kepada orang yang
mengadministrasi tersebut. Bukti stau sertifikat adalah milik sescorang sesuai
dengan vang tertera dalam tulisan di dalam sertifiket tadi. Judi bagi si pemilik
hak miliknya, scbab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang secara
hukum.

Huimmﬂhﬂmqimmﬁﬁtﬂﬁnhﬂdmhhﬂlmmlm
itu adalah namanya yang ada dalam sertifikst Schinggs bila yang memegang
sertifikat itu belum namanya maka perlu dilakukan balik namanya kepada yang
surat tanda bukti atau sertifikat tanah itu dapat berfungi menciptakan tertib hukum
pertanahan serta membatu mengakiifkan kegiatan perekonomian rakyat.

C. Pengertian Sengketa Tanah
Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permuksan dan merupakan bahan
pemberitaan di media massa. Secara makro penycbab munculnya kasus-kasus

pertanahan tersebut adalah sangat bervaniasi yang antara lain



& Harga tanah yang meningkat dengan cepat.

b. Kondisi masyamkat yang semakin sader dan peduli akan kepentingan /
haknya.

c. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerimah.

Pada hakikatnya, . kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of
inferest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret
antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan
hﬁmdmwbﬂnhﬂumﬁnﬁnwhapimmdumhl
tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap
kasus pertanshan dimaksud antara lain dapet diberikan respons / reaksi /
penyelesaian kopada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah),

Suatu sengheta hak atas @nab itu timbul adalah karena adnya pengaduan
fkeberatan dan omng/hadan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap
suatu keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan yang telah ditetapkan
oleh Pejubat Tata Usaha Negara dilingkungan Badsb Pertanshan Nasional,
suatu bidang tanah fertentu { Ali Achmad Chomzah, 2003, him 29).



BAB I

METODE PENELITIAN

A, Pendehatan Masalah

Sesuai dengan karakter keitmuan itmu hukum sebagai praktikal yang normologis
otontatif, tpe ;:cnuiitian yang digunakan yaitu penclitian hukum doktrinal,
pendekatan masalsh yang digunakan dalam penclitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (stafwfe approach), pendekatan konseptual ( conceptual
upproach), pendekatan historis (husrorical approach), dan pendekatan filosofis
(phitoshopical approach) (Johnny Torahim, 2006, him 302-308),

B. Sumber Dala

Data yang digunakan dalam penchitian im adalah bersumber data skunder, data
skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustaksan yaitu peraturan
perundang-undangan serta beberapa hiteratur yang digunakan untuk mendapatkan
data hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data kemudian dikumpulakan melalui cara studi kepustakaan yaitu dengan
mengkaji berbagai tulisan yang herkaitan dengan masalah penelitian dengan cara
mempelajan dan mengutip sesuai dengan prosedur penelitian

bD. Pengolshan dan analisis Data

Data yang diperoleh kemudian ditelii kembahi untuk mengetahui apakah data
tersebut cukup lengkap, baik dan tepat diklanfikasikan untuk selanjutnya data



disusun sacara sistematis. Data dibeni tanda untuk memudahkan pengolahan data,

selanjutnya data tersebut disusun sebagai berikut:

a Identifikasi data, yaitu mencntukan data scsuai dengan pokok bahasannva
masing-masing

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut keteraturan data yang telah
ditetapkan

¢. Penyusunan data, vaitu menempatkan data pada tiap kerangka bahasan
dengan susunan yang sistematis.

E. Analisis Data

Secara gans besar, analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis
kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan mengpambarkan data dalam bentuk
kalimat-kalimat secara terperinci dan sistematis untuk mendapatkan gambaran
vang jelas mengenai Kekuatan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian
Sengheta Tanah.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kekpatan Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Menurut Prof. R subekti, yang dimaksud dengan pembuktikan adalah
Meyskinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukskan
dalam suatu persengketaan. Kekuatan Pembuktian, Secara umum kekuatan
pembuktian alal bukti terulis, terutama akta otentik mempunyai tiga macam

kekuatan pembuktian, yvaitu:

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka

sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut,

2. Kekuatan pembuktian mateniil. Membuktikan antars para pihak, bahwa benar-
benar peristiwa yang tersebut dalam akia itu telah tenadi.

3. Kekuatan mengikat Membuktikan antara para pthak dan pihak ketiga, bahwa
pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada
pegawai umum tadi dan mencrangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh
karena menvangkul pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai
kekuatan pembuktian keluar,

Sertifikat adalnh buku tansh dan surat ukurnva setelah dijilid menjadi satu

bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan



1. Sistem Positif, menurut sistem posttif i, suatu sertifikat tanah vang dibenkan
ity adalah berlaku sebagai tanda buktu hak aias tanah yang mutlak seria
merupakan satu - satunya tanda bukti hak atas tanah

2. Sistem Negatif, menunst sistem negatifl ini adalsh bahwa segala apa yang
tercantum didalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu
keadaan yang schaliknya (tidak benar) dimuks sidang pengadilan

B. Hal - Hal yang Menyebabkan Terjadinya Sengheta Tanah
Setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:

L. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada

tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing,

2, Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakscimbangan dalam
distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan
maupun sosiologis. Dalam hal imi, masyarakat bawah, khususnya
petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi
tanah ini bidak terlepas dan kebijakan ckonomi yang cenderung kapitalistik dan
liberalistik.

3. Legalitas kepemilikan tanah yang semals-mata didasarkan pada bukti formal
(sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal
(de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki aleh perusahasn atau
para pemodal besar, karena mereka tefah membetinya dan para petani/pemilik
tanah, tetapi tanah terscbut lama ditelantarken begitu saja Mungkin sehagisn



orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan
sengketa lanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus
segera di cankan solusinya.

C. Bentuk-bentuk Penyelessian Seagheta Tanah

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of
mteresf) di bidang pertanshan antara siapa dengan siapa, schagai contoh konkret
antara perorangan dengan peromngan, perorangan dengan badan hukum; badan
hukum dengan badan hukum dan lain sehagainya Sechubungan dengan hal tersebut
di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus
pertanahan dimaksud antara lain dapat dibenkan responsireaksi/penyelesaian
kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), berupa solusi melalui
Badan Pertanahan Nasional dan solusi melalui Badan Peradilan. Solusi
penyelesuian sengketa tansh dapat ditempuh melalui cara berikut ini -

l.  Solusi melalw BPFN

Kasus pertanshan itu timbul karcna adanya klatm/pengaduankeberatan dan
masyarakat (peroranganbadan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan
tcrhadap susiu keputusan Tatn Usaha Negara di bidang pertanahan yang iclah
ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan
Masional, serta keputusan Pejabat terscbut dirasakan merugikan hak-hak mercka
atas suatu bidang tanah tersebut.

Dengan adanya klatm terscbut, mercka ingin mendapat penyelesaian sccara

administrasi dengan apa vang disebui koreksi serta mena dan Pejabat yang



berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu
keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus
pertanahan meliputi beberaps macam antara lain mengenai masatah status tanah,
masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolchan vang menjadi  dasar
pemberian hak dan sebagainya Setclah menerima berkas pengaduan dan
masyarakat tersebut di atas, pejabat vang berwenang menyelesaikan masalah ini
skan mengadskan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang
diadukan torscbut. Dari hasil penclitian m dapat disimpulkan sementara apakah
pengaduan tersebut dapat diproses lebib lanjut atau tidak dapat. Apebila data yang
disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masth kurang
jelas stau kurang lengkap, maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta
penjelasan disertai dengan data serta saran ke Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

seternpat letak tanah yang disengketakan.

Rilamana kelengkapan data terscbut tclah dipenuhi, maka sclanjutnya diadakan
pengkajian kembali terhadap masaleh yang disjukan tersebut yang meliputi segi
prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat
(perorangsn alau badan hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim
tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang periu setelah
Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadaken penelitian dan epebila dan
keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas

tanah sengketa. Kebijakan ini diuangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan



Pertanahan Nasional tanggal 14-1-1992 No 110-150 perihal Pencabutan instruks:

Menteri Dalam MNegeri No 16 tahun 1984

Dengan dicabutoya Instruksi Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 1984, maka
diminta perhatian dari Pejabat Badan Pertanahan Masional di dsersh yaitu para
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota, sgar selanjutnya di dalam melskukan penetapan
status quo atau pemblokiran hanya dilakukan apabila ada penetapan Sita Jaminan
(CB) dari Pengadilan (Bandingkan dengan Peraturan Menteri Negam
Agrania’Kepala Badan Pertanahan Nasional Mo 3 Tahun 1997 Pasal 126).0leh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa apehila Kepala Kantor Pertanahan scicmpat
hendak welakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Taia Usaha
Megara di bidang Pertanahan ({sertifikatSurat Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah), harusnya bertindak hat-hati dan memperhatikan asas-asas umum
Pemerintahan yvang baik, antara lain asas kecermatan dan ketelitan, asas
keterbukaan (fair play), asas persamaan di dalam melayani kepentingan
masyarakat dan memperhatikan pihak-pihak yang bersengketa,

Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional
untuk dimintakan penyclesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang
bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah
Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator
di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati
pihak-pihak yang bersengketa.



Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapa kata
mufakat, makas harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat
pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya schagai buku
adanya perdamaian dituangkan dalam akia vang bila perlu dibuat di hadapan
Pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan
Pertanahan MNasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam

penerbitannya. Yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan
tersebut antara lam -

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-FPokok
Agrana.
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

3 Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di
Bidang Pertanahan.

4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3
Tahun 1999,

Dalam praktik sclama ini terdapat perorangan’ badan hukum yang merasa
kepentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang
bersangkutan kepada Kepala Badan Perianahan Nasional dan sehagian diajukan
melalui Kepala Kantor Pertanaban KabupatenKota setempat dan diteruskan



melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan MNasional Provinsi yang
bersangkutan

2. Melalui Badan Peradilan

Apabila penyclesaian melalui musyawarah di antars para pihak yang bersengheta
tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secars septhak dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima olch pihak-pihak vang

bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan.

Setclah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional sudah benar menunn hukum dan sesua
dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat
juga mengetuarkan suatu keputusan yang berisi menolak tuniutan pihak ketiga
yang berkeberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh
tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut
tetap benar dan sah walsupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan
setempat.

Sementara menunggy putusan pengadilan yang berkekustan hukum tetap, dilarang
bag Pejabat Taia Usaha Megara yang terkait mengadakan muiasi sias tanah yang
bersangkutan (status quo). Oleh karena ftu untuk menghindan terjadinya masatah
di kemudian han yang memmbulkan kerugian bagi pthak-pthak yang berperkara
maupun pihak ketign, maka kepada Pojabat Tata Ussha Negara di bidang
Pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang

baik, yaitu untuk melindungi semua pthak yang berkepentingan sambil menunggu



adanya putusan vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde).

Apabila sudah ada putusan hakim vang mempunyai kekuatan hukum yvang pasti,
maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selempat melalui Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan MNasional Provinsi yang bersangkutan mengusulkan
permohonan pnmhnmlm sustu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang
Pertanahan yang telah diputuskan tersesbut di atas. Permohonan tersebut harus
dilengkapi dengan lsporan mengenai semua date yang menyangkut subjek dan
beban vang ada di atas tanah tersebut serta segala permasalahan yang ada.

Kewenangan administratif permobonan pembatalan suate Surat Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah atau Serufikat Hak Atas Tanah edalah menjadi
kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk langkah-langkah
kebijaksanaan vang akan diambil berkenaan dengan adanys suatu putusan hakim
vang tidak dapat dilaksanakan Semua ini agar discrahkan kepada Kepala Badan
Pertanahan Masional untuk menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut Di
bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang — undangan yang secara
eksplisit memberikan dasar hukum penempan Alemaiif Dispule Resolution
(ADR).Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan
lembaga ADR di bidang pertnrahan herdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu ‘Pertama, di
dalam sctiap sengketa perdata yang diajukan di muka pengadilan, hakim selalu
mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130
HIR ). Kedua, secara eksplisit cara penyelesaian masalah berkenaan dengan bentuk



dan besamya ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui
jalur musyawarah,

Dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui ADR secara implisit
dimusat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional (“BPN™). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk | (satu) kedeputian,
yakni Deputi ;iidmg Pengkajian dun Penanganan Senghets dan Konflik
Pertanahan (“Deputi”). BPN telah pula menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan
dan Penyelesaian Masatah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor
34 tahun 2007. Dalam menjalankan tugasnya menmangani sengketa pertanahan,
BPN melakukan upaya mclalui mecdiasi schagai cara penyclesaian scngketa
alternatif.

Pembentukan Deputi terscbut menyiratkan 2 (dua) hal, yaitu pertama, bahwa
penyclesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal
yang sangat mendesak sehingga diupayakan membentuk kedeputian untuk
penanganannys. Kedua, terdapai keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus
disclesaikan melalui pengadilan.

Mengingst pentingnya masalah penanahan lersebut, langkah —langkah untuk
memperbaiki administras: pertanahan harus diambil ©

I.  Mcmperclas dasar hukum atas kepemilikan tanah Ada banyak peluang bag
Indonesia untuk memecahkan berbagai hambatan yang menyebabkan para pelaku
ckonomi tidak dapat memperoich hak yang pasti atas tanah mercka. Penyelesaian
masalah ni akan membust masyaraksl dapat meman - faatkan secara penuh



penggunaan tanah secara berkelanjutan. Memperkenalkan pengakuan hukum atas
kepemilikan, serta memperbolehkan bukti nondokumenter sebagai basisnya
Masyarakat yang tciah mengelola suatu lahan dalam waktu yang lama, umumnya
telah menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka pada tanah tersebut.
Tetapi, hanya pemilik tanah yang mempunyai bukti kepemili kan yang dapat
menerima pertidungan hukum, walsupun sertifikasi pertanahan Indonesia hanya
mencakup 20% dan lahan yang ada.

Pengakuan atas kepemilikan berdasar pencmpatan lahan, serta berbagai bukti
mnformal laimnya, scperti bukti pembayaran pajak ditambah dengan pengakuan
dari para tetanggs, misalnys, dapat meningkatkan jaminan tcrhadap kepemilikan
oleh masyarakat miskin Hal i juga dapat menjadi dasar  untuk
memformalisasikan julaan pengalihan lahan sccara informal, sehingga dapat
mengurangi sumber konflik dan meningkatkan insentif dalam mendukung
investasi pada sumber daya tanah yang tersedia. Jika dijalankan, program ini akan
memberikan hasil vang jauh lebih tinggi daripada program pendataan tanah secara
formal yang berlangsung saat ini. Memperbolchkan kepemilikan lahan oleh
komunitas. Dalam banyak kejedian, aturan adat dalam pengpunaan tanah adat
tidak lagi mencukupi dalam memecahkan masalsh pertanahan Saat ini, satu-
satunya cara untuk menjamin status kepemilikan aias tanah adat adalsh dengan
merubahn ya menjadi kepemilikan pribadi, yang biaya surveynya sering tidak
terjangkau oleh kebamyakan orang.

2. Menciptakan siste pertanahan yang lobih memenubi kebutuhan masya -
rakat ekonomi modern. Bersamaan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia,



banyak tuntutan yang tidak lagi dapat dipenuhi olch system pengelolaan
pertanahan yang ada. Memisahkan pemberian hak atas wnah dengan penggunaan
lahan Penggunaan tansh di Indonesia harus sesuai dengan izin yang ditetapkan
pada hak atas tansh yang diberikan. Perubahan penggunaan lahan membutuhkan
pengurusan hak baru yang melibatkan proses birokratis yang panjang dan dapat
menjadi sumber” korupsi dan salah kelola Untuk menanggulangi masalah ini,
diperiukan pemisahan fungsi-fungsi teknis, seperti pencatatan, dari aspek politis
seperti alokasi pertanahan. Jika bisya pendaftaran tanah menjadi terlaly tinggi,
biasanya pormilik lahan akan merujuk pada cara - cara informal, yang dapat
menurunkan tujuan dari pendafiaran tersebut, yaity memberikan informasi yang
otoritatif dan tersedia untuk wmum. Prosedur yang tidak efiesien dan berulang.
seperti tidak digunakannya informasi yang dikumputkan oleh badan pengelola
PBB, telah mevaikkan biaya pendaftaran dan menghambat keberlangsungan
ﬂﬂmmum“kmhﬂiﬁ.WMmﬁﬂm
dalam pengelolaan pestanahan menjadi penting. Begitu pula tersedianya informasi
yang terbuka mengenai skema biaya pelayanan dan kinerga kantor-kantor
pertanahan, diterapkannya audit independen, serta dimungkinkannya partisipasi
scctor swasta, akan dapat meningkatkan efisiensi pelavanan.

3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas pencatatan pertanshan. Pencatatan
pertanahan merupakan sesuatu yang patut dilaksanakan hanya jika proses itu
dapat memberikan informasi yang berhargn dan terpercaya, sehingga dapat
mmMmmmmmmimmwimmm
mendorong  produktifitas.  Mencipiakan mekanisme yang efisien  dan



tercatat scbagai yang tertinggi di kawasan ini, schingga berbagai aktifitas
pemanfaatan lahan yang berguna menjadi terhambai atau proses pengalihan
mengambil bentuk informal, dengan berbagai konsckuensi negatifnya. Aturan
perundangan yang jelas dapat membantu masalah ini dan menjadikan proses
pencatatan schagai aktifitas yang berdasarkan hukum, dengan menctapkan standar
dan aturan ying harus dijalankan & dalam proses transaksi, dengan
mengendalikan pemalsuan dan dengan mengurangi Kebijakan, Pengelolaan dan
Administrasi Pertanahan

4. Pengelolaan lahan kehutanan secara berkesinambungan Ketidakmampuan
dalam memberikan hak pengpunasn staupun kepemilikan, seperti dijabarkan pada
Ul Kehutanan 1967, membatasi besarmya modal yang dapat dikumpulkan oleh
industri kehutanan, serta membuat pemcgang konscsi tidak memperhatikan
turut merasakan pendapatan yang didapatkan dan sumber daya kehutanan,

5. Memperkuat berbagai lembaga independen dan memberikan insentif fiscal
dalam pelaksanaan aturan pertanahan. Mendayagunakan pajak pertanahan untuk
meningkatkan pelayanan pertanahan Dengan hasis pajak yang begitu besar,
sckitar 75 juta lahan pertanahan, maka pendayagunaan pajak pertanahan yang
progresif dapat menunjang aktifitas pemerintahan lokal Hal ini dapat dilakukan
dengan menaikan pajak pertanahan ke tingkat vang kebih realistis, ditetapkan oleh
pemerintahan lokal, berdasarkan biaya pelayanan pertanahan dan kebutuhan pajak
lokal. Fajak yang lebih tinggi dapat ditetapkan pada lahan yang tidak digunakan,
sementara keringan pajak diberikan pada pemilik lahan kecil dan miskin. Pada



saat bersamaan pemerintah pusat dapat menentukan tingkat pajak maksimum dan
penjualan juga dapat dibertakukan. Memberikan hukuman atas tindakan penipuan



BAB Y
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang tetah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa:
Selama ini urusan pertanahan masih dikuasai Badan Pertanahan Masional (BFN)
karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi ijin penggunaan lahan yang
berbeda demgan rencana tata ruang kota Akibatnyn masyarkat dan imvestor
scring mengalami kerugian karena lahan yang mercka miliki tidak dapat
digunakan untuk aktifitas tenentu mengingat adanya perbedaan dengan tata ruang
kota.

Saat sekarang ini kebutuhan akan tempat tinggal meningkat, sedangkan luas tanah
tﬂhm.sdﬁwmm&hjmmhmm;pmm
diusahan oleh pribadi manusia untuk mendapatkan tansh yeng strategis. Sertifikat
{tanah) merupakan tanda bukti hak yang berlaku, apabila datn fisik dan data
ymmmmmmmmmmuﬂummmm
yang bersangkutan Kedudukan sertifikat ini diatur dalam Pasal 32 Peraturan
Pemerintah Momor 24 Tahun 1997.  Penyelesaian sengketa tanah dapat
dituntaskan dengan beberapa cara seperti |
1.  Melalaw Badan Pertanahan Nasional
2 Melalui badan peradilan, bemegosiasi, dan lain-lain tergantung pam
pelakumys mengarshkan ke amhmana jalan penyelesaian yang baik

gy liteat by



Banyak sekali penyebab sengketa tanah di Indonesia ini, baik karena fungsi tanah
iy sendin yang sangst dibuluhkan, maupun masalah sdministrasinys, fakior
utama penycbabnya adalah masalah administrasi sertifikat yang tidak jelas,
distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, dan legalitas kepemilikan tanah
yang scmata-mata padn sertifikat saja, tanpa memperhatikan produktifitas
tanahmnya:

SARAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bebas dari sengketa jika
mmﬁﬁm&wmkimﬁmﬂmﬁdﬁp&hﬁmmm
pihak-pihak yang berkonflik. Langkah-langkah pencegahan sengketa tanah aniara
lain vaitu:

I Menyediakan kelengkapan peta pendafiaran

2. Peningkatan Samber Daya Manusia

: Bujlmmwmhﬂmmm

4. Telwi dan Hati-Hati
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ANGGARAM BIAYA FENELITIAN

| Mo _| KOMPONEN SATUAN TOTAL
Komponca ATK dan Habis dipakai
1| 3 Rim Kentas Ad 5 % @ Rp 50,000, - Rp_250.000,-
2. | 2 Carduridge Canon Hitam 2 n @ Rp 175.000- Rp 350.000,-
3| | Pak Pena & } Spidol Rp  50.000.-
4| 2 Flash Disk 2% @ Rp 150000, Rp 300 000
5. | 2 Candtridge Canon Color 2 x @@ Rp 200.000,- Rp 400 000.-

Komponen Perjalanan
6. | Biaya Survey (rental mobil) 4 kgt % (@ Rp 150.000,- Rp 1.400.000,-
Komponen Laporan
7| Biaya Foto copy 2000 tbr x @ Rp 125,- Rp_250.000-
8_ | Bimyn Penjilidan 25 eks n @ Rp 10.000.- Rp 250,000,
9 w_ 50 Ibr x E l:lﬁ-m!}m‘ 230.000,-
10 | Penchumran Pusinka 10 bk x (&8 Rp 70000 - Rp T00.000,-
Komponen Seminar
11| Penggandaan Bahan Seminar dif 25 oks x (@ Rp 45 000.- Rp 1125000,
12| Pesbaikan laporan _ 25 oks x (@ Rp 45.000.- Rp 1.135.000,
13 | Smack dan Komsums Seminm Hasil 30 x @ Rp 35.000, - Rp 1.050.000,
14| Sewa Komputerd: Lapiop Rp 1.000.000.-
13| Sews LCD+Proyekior Rp 900.000,
Publikasi dan Dokumentasi
16 | Sews Kamors 1 x @ Rp 250000 - Rp 250.000.-
17 | Filbm + Cuci Cetak 1 x @ Rp 350.000,- Rp. 350,000
Total Biaya
Rp 10.000.000,-
Terbitang : Sepuiuh Jota Rupiah




